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TENTANG
PENDIRIAN SEKOT AT MENENGAL A FAS (SMA) NEGERT 1
SAMPANALIA N -

BUPATI KOTABARU

fenimbang o Bahwa Kewenangan yank wajib  dilaksenakan dacrah  Propinsi, Kabupaten / Ko a
schagaimana dingr dalam undang - undang  Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemermtahan dacrah mehiputi antara lar, kewerangan dibidang Perdidikan -

b. Bahwa scbagai pelaksanaan Ketentuan pasyl 2 avat (2) hurul b Peraturan Pemcrintah
Nomor 25 Tahun 2000 telah ditetapkan Keputusay Menteri Pendidikan Nasional Non or
053/U/2001 (Cntang Pedoman Penyusinan Standar Pelayanan Minimal Penyelengpara
Persckolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Mener gah -

¢ Bahwa agar tujuan penvelengparaan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil sceir
optimal, dipandang perly menctapkan Keputusa Bupati Kotabaru lentang pendir.an
Sckolah :

lnginpat I Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Siciem Cendidikan Nasional ( Lembaizn
Negara Republik Indonesia ahun 1989 Nomaos 6. Tambzanan Lembaran Negara Nomor

3890):

2 Undanp - Undang Nomor 22 Tahun 1999 centang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomaor 60| amlahan [embaran Negara Now or

3839 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 3413) sehagaimana 1elah diubah dengan Peratyran
Pemerintah Nomor $h Tahun 1998 ( Lembaran Megara Repobkhk Indonesia Nomor

3764)

Tahun 5290 tentang Tenaga Kependidikar ©

4. Peraturan FFemerintah Nomor 38
(992 Nomor 68, Tambahan Lembar.rn

( Lembaran Negara Republik Indonesia Taly
Megara Republik Indonesa Nomar 3484 sebagaina telah digbal dengan Peraturan

o Pemerintah Republik Indonesi Nomor 39 Tahun 2000

S Peraturan Pemcrintah Nomor 39 Tahun 1992 entang peran serta masyarakat dalim
Pendidikan Nasional ¢ Lembaran Negara Republik Indonesia tithun 1992 Nomor 9.
Tambahai [Lembaras Meoara Renublik Tidonesia Nomor 3485 y:




6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 teritang Kewenangan Pemerintah dan
kewenangan Propinsi dan kewenangan Propinsi sebagai Dacrah Otonomi ( Lembaran
Negara Repubfik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan I.cmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952

7 Peraturan Pemerintah Dacrah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2000 Tenteqg
Kewenanpan Kabupaten Kotabary sebagai Dacrah Otonomi:

& Peraturan Pemerintah Dacrah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2000 Tentang
Program Perencanaan Dacrah Kabupaten Kotabaru Tahun 2000-2004;

Y. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tenitang iPedoman Pendirian
Sckolah

MEMUTUSKAN

metant an

R TAMA :Pendirian Sckolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri | Sampanahan Kecamatzn

Sampanahan Kabupaten Kotabary

DUA " Segala pembiayaan yang timbul schagar akioat dikcluarkannya keputusan ini
dibebankan  kepada APBD Kabupaten  Ketabaru dan APBN  serta sumtber
pembiayaan lain yang relevan:

HTOA Keputusan i mular berlaky sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinva.

. Ditetapkan < icotabaru
© U Pada Tang | I'5 Januari 2004

A SIAC
-

mbusan Keputusan ini disampaikan kepada

Menteri Pendidi®an Nasional di Jakarta

Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
Ketu DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaruy



